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UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

PENCURIAN BARANG MUATAN TRUK DENGAN  

MODUS OPERANDI BAJING LONCAT 

(Studi pada Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

FITRIA AYU WIDYANTI 

 

 

Salah satu jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya supir 

angkutan barang adalah pencurian barang muatan truk dengan modus operandi 

bajing loncat. Kepolisian dalam hal ini melaksanakan dalam penanggulangan tindak 

pidana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 

pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat? (2) Apakah 

faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan 

tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat? 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan pendekatan empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Satreskrim 

Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Upaya penanggulangan tindak 

pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat 

dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal 

dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan patroli 

pengamanan pada titik-titik kerawanan dan pemasangan kamera pengawas atau 

CCTV pada titik-titik jalan tertentu yang berpotensi terjadi pencurian barang 

muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. Upaya penal dilaksanakan 

dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pencurian barang 

muatan truk dengan modus operandi bajing loncat yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. (2) Faktor-faktor penghambat Upaya penanggulangan 

tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat 

adalah: Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil 

Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang khusus melakukan 

penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi 

bajing loncat. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium 

forensik sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Faktor masyarakat,  
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yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi 

dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang 

muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. Faktor budaya, yaitu masih 

digunakannya cara-cara kekeluargaan oleh masyarakat dalam penyelesaian perkara 

pidana  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat kepolisian disarankan untuk 

meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-

lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana 

pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. (2) Pengemudi 

truk disaranakan untuk memberikan pengamanan lebih terhadap barang angkutan 

muatannya, misalnya dengan menggunakan penutup bak truk yang kuat sehingga 

tidak mudah dibobol oleh para pelaku tindak pidana pencurian barang muatan truk 

dengan modus operandi bajing loncat.  

 

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Pencurian, Bajing Loncat  



 

 

 

 

 

ABSTRAK  

 

THE POLICE EFFORT IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF 

TRUCKLOADS THEFT WITH MODUS OPERANDI  

BAJING LONCAT 

(Study at Bandar Lampung Police) 

 

 

By 

FITRIA AYU WIDYANTI 

 

 

One type of crime that disturbs the public, especially the freight forwarder, is 

truckloads theft with modus operandi bajing loncat. The police in this case carry out 

in the handling of crimes in accordance with their main duties and functions. The 

problems in this study are: (1) What is the the police effort in handling criminal acts 

of truckloads theft with modus operandi bajing loncat? (2) What are the factors that 

inhibit the police effort in handling criminal acts of truckloads theft with modus 

operandi bajing loncat? 

 

The approach to the problem in this study uses a normative juridical approach and 

empirical approach. The resource persons of this study were Investigator 

Satreskrim, Bandar Lampung Police and Lecturer in the Criminal Law Section of 

Unila Law Faculty. Data collection is done by literature study and field studies. 

Data analysis in this study is qualitative analysis. 

 

The results of the research and discussion show: (1) The police effort in handling 

criminal acts of truckloads theft with modus operandi bajing loncat through non-

reasoning and reasoning facilities. Non-reasoning efforts are carried out by carrying 

out security patrols at points of vulnerability and the installation of surveillance 

cameras or CCTV at certain road points that have the potential to truckloads theft 

with modus operandi bajing loncat . Reasoning efforts are carried out by 

investigation and investigation, namely the investigator's efforts in terms of and 

according to the manner stipulated in the law to search for and collect evidence with 

evidence that makes it clear about the crime of theft of truckloads of jumping 

modus operandi and to find the suspect. (2) The police effort in handling criminal 

acts of truckloads theft with modus operandi bajing loncat  are: Factors in law 

enforcement, namely in quantity, there is still a lack of personnel from Bandar 

Lampung Police Investigators who specifically carry out criminal investigations 

into truckloads theft with modus operandi bajing loncat . Factors of Facilities and 

Infrastructure, namely the absence of forensic laboratory facilities so that 

investigations sometimes experience obstacles. Community factor, that is, there is 

still fear or reluctance by the public to become witnesses in the law enforcement 

process against the perpetrators of criminal acts of truckloads theft with modus 

operandi bajing loncat . Cultural factors, namely the use of family ways in the 

settlement of criminal cases 

 

 



 

 

Suggestions in this study are: (1) Police officers are advised to increase patrols in 

the context of security and supervision of locations that have the potential to 

become a place for perpetrators to commit theft of truckloads of goods with 

jumping modus operandi. (2) Truck drivers are advised to provide more security for 

their cargo, for example by using a strong truck cover so it is not easily broken into 

by the perpetrators of criminal acts of truckloads theft with modus operandi bajing 

loncat . 

 

Keywords: Efforts to Overcome, Theft, Bajing loncat  
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran  

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu 

agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

 

 

(QS An-Nahl  : 90). 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang berada paling depan dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian memiliki peran penting dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok Kepolisian menurut 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung 

tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).  

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan ke 

arah kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi 

hukum, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu memberikan 

jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusian kepada 

masyarakat serta dapat menunjukan transparasi dalam setiap tindakan, 

menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai 

wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat yang semakin berkembang. 
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Perkembangan sosial ekonomi dan globalisasi yang semakin pesat pada 

masyarakat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang 

semakin kompleks dan berdampak pada semakin berkembangnya jenis-jenis 

tindak pidana sehingga menuntut upaya penanganan yang cepat dan tepat oleh 

Kepolisian. Semakin sulinya perekonomian membuat sebagian orang menempuh 

cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu 

dengan melakukan tindak pidana pencurian.  

Tindak pidana pencurian diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Bab XXII tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP 

bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum,diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 

Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian sebagai berikut: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  

a) Pencurian ternak; 

b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau 

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,kecelakaan 

kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di 

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 

d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 

e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu 

hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 

Sembilan tahun. 

 



 
 

3 

Pasal 364 KUHP menambahkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 

362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 

363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima 

rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga 

bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 

Pasal 365 KUHP mengatur:  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 

(a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 

(b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu 

(c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu 

atau pakaian jabatan palsu. 

(d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam nomor 1 dan 3. 

 

Salah satu modus tindak pidana pencurian dilakukan dengan aksi “bajing loncat”, 

yaitu pelaku pencurian yang umumnya dilakukan oleh dua orang yang 

melaksanakan perannya masing-masing. Salah seorang pelaku melompat ke atas 

kendaraan truk yang mengangkut muatan, sementara itu pelaku lainnya 

membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sambil mengamati 
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situasi sekitar. Pelaku yang berada di atas truk kemudian menurunkan muatan atau 

angkutan dari atas truk di tempat aman yang umumnya adalah tempat sepi, 

sementara itu pelaku lainnya, setelah itu mereka mengambil muatan truk tersebut, 

tanpa disadari atau diketahui oleh supir truk.  

 

Contoh kasus tindak pidana pencurian terhadap muatan truk dengan modus 

operandi bajing loncat ini terjadi Jalan Soekarno Hatta (by pass) dan Jalan Yos 

Sudarso Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Pihak Polsek Panjang bersama 

Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap pelaku pencurian spesialis 

bajing loncat, yang kerap meresahkan para supir truk pengangkut logistik di Jalan 

Soekarno Hatta (by pass) dan Jalan Yos Sudarso, Panjang. Kapolsek Panjang 

Kompol Sofingi mengatakan pelaku yang berbasis dibekuk berinisal M. Heirudin 

(24) warga Panjang ketika hendak mengambil hasil jarahan yang di simpan di 

salah satu lokasi di wilayah Panjang, pada Jumat (24/8/2018) malam. Pelaku 

ditangkap berdasarkan laporan nomor LP/B/344/VIII/2018/LPG/Resta Balam/ 

Sektor Panjang, dengan pelapor Dono Setiawan, warga Way Lunik, Panjang.
1
 

 

Contoh lainnya adalah Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung bersama 

satreskrim Polres Tulangbawang, menangkap tiga pelaku bajing loncat spesialis 

truk yang berisi boks udang dan kerap meresahkan pengusaha tambak udang di 

Rawajitu. Ketiga pelaku yakni Jastin Saragih (30) warga Kedaton, Bandar 

Lampung; Hendra Satria (30) warga Menggala, Tulangbawang; dan Agus (29) 

warga Pasir Sakti, Lampung Timur di sekitar Jalan Zainal Abidin Pagaralam, 

                                                           
1
 Asrul Septian Malik. Satu Ditangkap, Lima Pelaku Bajing Loncat Diburu. http://www.lampost.co 

/berita-satu-ditangkap-lima-pelaku-bajing-loncat-diburu.html. Diakses Jumat 14 September 2018. 

Pukul 10.30. WIB 

http://www.lampost.co/berita-satu-ditangkap-lima-pelaku-bajing-loncat-diburu.html
http://www.lampost.co/berita-satu-ditangkap-lima-pelaku-bajing-loncat-diburu.html
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Kedaton. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan LP/60/II/2018/Polda 

Lampung/Res Tuba tertanggal 19 Februari 2018 tentang curat, dengan korban 

Supandi Rahayu (43) warga Kelurahan Gedungkarya Jitu, Kecamatan Rawajitu, 

Tulangbawang. Saat itu korban sedang mengangkut boks udang yang akan dijual. 

Ketika melewati jalan Poros Rawajitu, Banjarmargo, Tulangbawang, kemudian 

pelaku yang menaiki mobil jenis Kijang kapsul, melompat ke dalam truk lalu boks 

berisi udang dilempar kepada rekannya dan dibawa kabur oleh ketiga pelaku 

tersebut.
2
 

 

Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum 

terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang 

umum ialah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya 

dan tidak memerlukan sarana khusus, sedangkan angkutan barang khusus adalah 

angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk 

mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, 

hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain barang 

yang mudah meledak; gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau 

temperatur tertentu; cairan mudah menyala; padatan mudah menyala; bahan 

penghasil oksidan; racun dan bahan yang mudah menular; barang yang bersifat 

radioaktif; dan barang yang bersifat korosif. Truk merupakan salah satu jenis 

angkutan barang, yaitu kendaraan yang secara khusus mengangkut barang sebagai 

muatannya. 

                                                           
2
 Asrul Septian Malik. Kawanan Bajing Loncat Spesialis Udang di Rawajitu Dibekuk Polisi.  

http://www.lampost.co/berita-kawanan-bajing-loncat-spesialis-udang-di-rawajitu-dibekuk-polisi. 

Diakses Kamis 11 Oktober 2018. Pukul 10.30. WIB 
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Tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing 

loncat termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Jika masuk ke tempat 

melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 

kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

 

Mengingat tindak pidana pencurian barang muatan truk merupakan kejahatan 

yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya supir truk dan pengusaha 

angkutan maka Pihak Kepolisian melaksanakan upaya penanggulangan tindak 

pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat 

penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: “Upaya Kepolisian dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Truk dengan Modus 

operandi bajing loncat” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 

pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat? 
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b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus 

operandi bajing loncat? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil, khususnya 

mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian 

barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat dan faktor-faktor 

penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian 

barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. Lokasi penelitian ini 

adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung dan 

waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018. 

 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 

pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus 

operandi bajing loncat 

 

 

 



 
 

8 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut:  

a. Kegunaan teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan 

tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing 

loncat.  

b. Kegunaan praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bagi pihak kepolisian dalam 

melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi tindak 

pidana yang semakin berkembang. Selain itu diharapkan dapat bergun bagi 

pengemudi (supir) truk dalam meningkatkan kewaspadaan menghadapi 

kemungkinan terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan 

modus operandi bajing loncat yang sangat merugikan.  

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang dijadikan sebagai 

landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau 

penulisan ilmiah. 
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a. Teori Penanggulangan Kejahatan  

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal 

policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun 

secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan  

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
3
 

 

                                                           
3
 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12  
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b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya. 
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4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian terpenting penegakan hukum adalah 

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.
4
 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan 

hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui 

sarana penal maupun sarana nonpenal
5
 

b. Kepolisian Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1983, hlm. 8-10 
5
 Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm.12  
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yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi tindak 

pidana untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan
6
 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
7
 

e. Bajing loncat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata 

yang digunakan untuk pencuri yang mencuri barang muatan dari atas 

kendaraan (seperti truk, bus) yang sedang berjalan
8
 

f. Pencurian adalah tindak pidana yang dengan sengaja mengambil barang milik 

orang lain, baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan memilikinya secara 

melanggar hukum.
9
 

g. Truk Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu jenis angkutan barang, yaitu 

kendaraan yang secara khusus mengangkut barang sebagai muatannya.  

 

 

                                                           
6
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,  

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23 
7
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina 

Aksara, 1993, hlm. 54 
8
 Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 218.  

9
 Kartini, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 26 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima lima bab yang saling 

berhubungan antara satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan mengenai tugas pokok dan fungsi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, upaya penanggulangan pidana, 

pengertian tindak pidana pencurian dan pengertian angkutan barang. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber 

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi dan analisis hasil penelitian mengenai upaya 

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian barang muatan 

truk dengan modus operandi bajing loncat dan faktor-faktor penghambat 

upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian barang 

muatan truk dengan modus operandi bajing loncat 
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V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diajukan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
10

 Tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 

penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.
11 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

                                                           
10

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 

2001. hlm. 19 
11

 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung. 

1996. hlm. 16. 
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kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan aturan hukum dan peraturan 

pemerintah.  

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka 

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu 

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan
12

 

 

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain sebagai berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

                                                           
12

 Ibid, hlm. 17. 
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dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah 

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 
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terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal
13

  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: 

 

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) 

Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 

362 KUHP: ”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan 

melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima 

tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.  

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tindakan yang dilakukan adalah ”mengambil” 

Mengambil untuk dikuasainya meksudnya untuk penelitian mengambil barang 

itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, 

memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu 

belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri. 

 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 77 
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b. Yang diambil adalah ”barang” 

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap 

benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, 

karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa 

seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang 

diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya 

c. Status barang itu ”sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain  

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harusmilik orang lain, 

misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan 

maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya 

sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini. 

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan 

melawan hukum. Maksud memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja 

terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, 

dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata 

tergantung kepada kemauannya. 

 

2. Pencurian dengan Pemberatan 

Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan 

ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, 

sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) ”Dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”  
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3. Pencurian Ringan 

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang 

dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada 

pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh 

ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 

yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian 

ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya 

sebagai berikut: ”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 asal saja 

tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang 

ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus 

lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara 

selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. 

 

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga 

ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan 

diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak 

sembilan ribu rupiah. 

 

4. Pencurian dengan Kekerasan 

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut: 

(1)  Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 
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kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap 

tinggal di tempatnya. 

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih 

c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.  

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu 

   berakibat ada orang mati. 

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang 

luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 

dan Nomor 3. 

a. Yang dimaksud dengan kekerasan Berdasarkan Pasal 89 KUHP yang 

berbunyi ”Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat 

orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.Sedangkan melakukan 

kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani 

tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau 

dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk 

pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya 
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rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting 

kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang. 

b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas 

tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah 

tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan 

pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 

88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci 

palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan 

menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: 

Luka berat berarti: 

1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan 

sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. 

2) Senantiasa tidak cukap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan 

pencahariaan. 

3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra. 

4) Mendapat cacat besar. 

5) Lumpuh (kelumpuhan). 

6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu. 

7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. 

c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka 

ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang 

penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. 

d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya 

orang luka berat dan perbuatan itu dilakuakan oleh dua orang atau lebih 
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bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: ”Mufakat jahat 

berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan 

melakukan kejahatan itu”. 

 

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan 

Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP pasal 363. Yang 

dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang 

dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.
14

 

 

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:
15

 

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud „hewan‟ di sini adalah 

binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, 

keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat 

sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani. 

2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa 

laut, letusan gunng api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 

huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang 

dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena 

situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan 

barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan 

kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang 

berbudi rendah. 

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya 

                                                           
14

 Yanuar Arifin, Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana), Bandung, Pustaka Ilmu, 2012, hlm.52 
15

Ibid, hlm. 54 
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4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih 

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan 

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

 

Secara terperinci tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 

363KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan 

pidana penjara paling lama 7 tahun.Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-

unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang 

memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.  

Ke-1: Pencurian ternak.  

Ke-2:  Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau 

gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang. 

Ke-3:  Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya 

atau tiada kemauannya yang berhak. 

Ke-4:  Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 

Ke-5:  Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau 

untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan 

membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.  

 

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal 

tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 

sembilan tahun. Pencurian ini atau Ayat (2) adalah pencurian pokok yang 

ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP. 

 

ke-1:  Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan 

adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

”Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak”. 

Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangan nya 

adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna 

sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari. 

ke-2:  Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP 

Ayat (2), maka diancam hukuman lebih berat karena pada kedaan seperti 

ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam 

kedaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan 

pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana 

dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya 

pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-



 
 

25 

benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam 

pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri 

benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini. 

ke-3:  Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan 

Pasal 98 KUHP yang berbunyi: ” Malam berarti waktu antara matahari 

terbenam dan matahari terbit”. Sedang dimaksud dengan rumah adalah 

tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya: ”Untuk 

tidur dan sebagainya”. Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan 

tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang 

didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan 

pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidakberhak 

untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan 

menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus 

instansi pemerintah, dari instansi swasta-pun bias dimasukan pengertian 

pakaian palsu. 

 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Negera Republik Indonesia 

 

1. Tugas Pokok Kepolisian Negera Republik Indonesia 

 

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  
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Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 

2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia  

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 
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pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengemban fungsi 

kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: 

a) Kepolisian khusus;  

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau 

atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang 

untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. 

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" 

(zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan 

Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di 

lingkungan Imigrasi dan lain-lain. 

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  

c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang 

diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang 

kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang 

jasa pengamanan.  

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian 

terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) 

meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. 

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan 
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pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada 

pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan 

kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan 

fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukumnya masing-masing. 

 

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah 

darat, dan pungutan liar. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan 

falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

 

Penyelenggarakan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam di bidang 

proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang untuk:  
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a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;  

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan;  

c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri;  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  

h. Mengadakan penghentian penyidikan;  

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 

tindak pidana;  

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri 

Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum;  

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang 

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

(1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  

(2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan;  

(3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  

(4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

(5) Menghormati Hak Asasi Manusia.  

 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 

wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah 

hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam 

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
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C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

 

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal 

policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki 

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi 

upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau tindak pidana  

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu a) Perbuatan apa 

yang seharusnya dijadikan tindak pidana. b) Sanksi apa yang sebaiknya 

digunakan atau dikenakan pada pelanggar
16

 

                                                           
16

 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12  
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G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap 

kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan 

kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana 

hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi 

pandangan masyarakat tentang kejahatan
 17

 Upaya penanggulangan kejahatan 

perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara 

politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya 

penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial 

diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

dan mencakup perlindungan masyarakat. 

 

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana 

dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah 

“kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana 

(penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan 

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih 

baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan 

yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen 

dari modern criminal science disamping criminology dan criminal law.
 18

 

 

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana 

dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat 

                                                           
17

 Ibid, hlm. 13  
18

 Sudarto, Op Cit, hlm. 77 
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undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan 

pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan 

tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika 

peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang 

hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang 

perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 

Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana 

yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai 

usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada 

hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya 

hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari 

kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-

undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.
19

 

 

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat 

peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang 

sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya 

sebagai berikut:
 
 

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil 

dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka 

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 

                                                           
19

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23 
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mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi 

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 

yang mendatangkan kerugian materiil atau spiritual atas warga masyarakat. 

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil (cost benefit principle). 

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 

ada kelampauan beban tugas (overbelasting).
 20

 

 

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan secara empirik oleh Kepolisian 

terdiri dari tiga bagian pokok , yaitu: 

1. Pre-emtif 

Upaya pre-emtif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai/ 

norma yang baik sehingga terinternalisai dalam diri seseorang. Meskipun ada 

kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.  

2. Preventif 

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang 

masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya 

preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. 

                                                           
20

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, 

hlm. 56 
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3. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 

tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 

hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 

secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai 

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan 

merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga 

tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.
21

 

 

D. Angkutan Barang dan Undang-Undang yang Mengatur 

 

Angkutan barang adalah muatan yang diangkut oleh kendaraan khusus barang, 

yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan dan berbagai jenis 

yang yang diklasifikasikan sebagai barang umum (general good), barang-barang 

berbahaya (dangerous good), barang yang mudah rusak (perishable good), barang 

beracun termasuk pula animal product, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. 
22

 

 

Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

terdiri atas. angkutan barang umum; dan b. angkutan barang khusus. Angkutan 

barang umum ialah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak 

berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus, sedangkan angkutan barang 

                                                           
21

 Abdussalam, H. R Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum,  

Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 17-18 
22

Usman Aji. Hukum Pengangkutan di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.37  
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khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus 

untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, 

tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara 

lain barang yang mudah meledak; gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan 

atau temperatur tertentu; cairan mudah menyala; padatan mudah menyala; bahan 

penghasil oksidan; racun dan bahan yang mudah menular; barang yang bersifat 

radioaktif; dan barang yang bersifat korosif 

  

Mengenai jumlah beban angkutan barang antar kota yang harus dapat 

izin, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 

tentang Angkutan Jalan: 

1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor wajib 

menggunakan Mobil Barang. 

2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan 

Kendaraan Bermotor dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, 

atau sepeda motor. 

3) Persyaratan teknis untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi: 

a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang 

khusus; 

b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan;  

c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai 

dengan tipe kendaraannya. 

  

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan, pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib 

mematuhi ketentuan mengenai: 

a. Tata cara pemuatan; 

b. Daya angkut; 

c. Dimensi kendaraan; dan 

d. Kelas jalan yang dilalui. 

 

Daya angkut tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau 

jumlah berat kombinasi yang diizinkan. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b6dd414ba/node/lt520dd54f7c077/pp-no-74-tahun-2014-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b6dd414ba/node/lt520dd54f7c077/pp-no-74-tahun-2014-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b6dd414ba/node/lt520dd54f7c077/pp-no-74-tahun-2014-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b6dd414ba/node/lt520dd54f7c077/pp-no-74-tahun-2014-angkutan-jalan
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Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

pengaturan mengenai kelas jalan, yaitu:  

a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 

milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) 

milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, 

dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; 

b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 

(dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua 

belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) 

milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 

c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang 

dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 

2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 

(sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) 

milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 

d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 

milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, 

ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan 

sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. 

 

 

Tata cara pengangkutan barang menurut Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan antara lain: 

1. Menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus:  

a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, 

kelancaran dan ketertiban lalu lintas 

b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya 

harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan 

kuat. 

2. Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil 

barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter.Bagian yang menonjol lebih 

dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya 

yang ditempatkan pada ujung muatan.Apabila barang umum yang 

menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada 

ujung muatan tersebut ditambah, lampu-lampu dan pemantul cahaya. 

3. Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun 

dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-

sumbu kendaraan 

 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b6dd414ba/node/lt520dd54f7c077/pp-no-74-tahun-2014-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b6dd414ba/node/lt520dd54f7c077/pp-no-74-tahun-2014-angkutan-jalan
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E. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial dan tindak 

pidana dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu 

segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penegakan 

hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 
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hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian terpenting penegakan hukum adalah 

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 8-10 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan 

untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan 

atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada atau studi kasus.
24

  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
25

 

 

                                                           
24

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32. 
25

 Ibid, hlm.54. 
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Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum 

primer, di antaranya: 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus 

hukum dan sumber dari internet. 

 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b6dd414ba/node/lt520dd54f7c077/pp-no-74-tahun-2014-angkutan-jalan
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C. Penentuan Narasumber  

 

Narasumber dalam penelitian ini merupakan subjek hukum yang memberikan 

informasi atau keterangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung   : 2 orang  

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 2 orang + 

Jumlah        : 4 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
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2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu simpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Berdasarkan simpulan penelitian maka selanjutnya diajukan saran kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.  
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Upaya penanggulangan Tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan 

modus operandi bajing loncat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar 

Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan 

dengan melaksanakan patroli pengamanan pada titik-titik kerawanan tindak 

pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat 

dan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada titik-titik jalan tertentu 

yang berpotensi terjadi pencurian barang muatan truk dengan modus operandi 

bajing loncat. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, 

yaitu upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 

2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencurian 

barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat adalah: 
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a. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil 

Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang khusus melakukan 

penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus 

operandi bajing loncat. Selain itu secara kualitas masih adanya 

kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik dalam 

mengungkap kasus tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan 

modus operandi bajing loncat.  

b. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium 

forensik di Polresta Bandar Lampung, sehingga penyidikan terkadang 

mengalami hambatan. Sehingga apabila diperlukan uji laboratorium 

forensik dalam tahapan penyidikan, maka penyidik harus mengirimkannya 

ke Puslabfor Mabes Polri.  

c. Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan 

masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus 

operandi bajing loncat.  

d. Faktor budaya, yaitu masih digunakannya cara-cara kekeluargaan oleh 

masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana  

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan upaya penangulangan 

tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing 

loncat dengan mengoptimalkan patroli dalam rangka pengamanan dan 
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pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi 

pelaku untuk melakukan tindak pidana.  

2. Pengemudi truk disaranakan untuk memberikan pengamanan lebih terhadap 

barang angkutan muatannya, misalnya dengan menggunakan penutup bak truk 

yang kuat sehingga tidak mudah dibobol oleh para pelaku tindak pidana 

pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat.  
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